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ABSTRAK 
Tindak pidana terorisme tidak hanya melibatkan masyarakat sipil tetapi 

juga melibatkan oknum TNI seperti kasus menjual amunisi kepada gerakan 
Organisasi Papua Merdeka (OPM). Adapun yang menjadi rumusan masalah 
dalam penelitian Penelitian ini yakni bagaimana pengaturan hukum tindak pidana 
terorisme yang dilakukan oleh oknum prajurit TNI dalam perspektif  sistem 
peradilan pidana, bagaimana  penegakan hukum terhadap oknum anggota TNI 
yang melakukan terorisme,bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap 
oknum anggota Tni yang melakaukan  tindak pidana terorisme.Hasil penelitian 
yaitu hambatan penegakan hukum terhadap oknum anggota Tni yang melakaukan  
tindak pidana terorisme yaitu kepolisian selalu kesulitan dalam pencarian bukti-
bukti awal, pemeriksaan kepada pelaku yang merasa dalam posisi benar, pelaku di 
duga mengalami gangguan kejiwaan, rendahnya pendidikan terhadap pelaku, serta 
sikap pelaku tindak pidana terorisme yang bersikeras tidak melakukan perbuatan 
terorisme 
Kata Kunci : Tindak Pidana,Terorisme, TNI  

 

LAW ENFORCEMENT OF TERRORISM CRIMINAL ACTIONS 

PERFORMED BY AN TNI SERVANT IN PERSPECTIVE CRIMINAL 

JUSTICE SYSTEM 

 

ABSTRACT 

Criminal acts of terrorism do not only involve civil society but also involve 

members of the TNI, such as the case of selling ammunition to the Free Papua 

Movement (OPM). perspective of the criminal justice system, how is law 

enforcement against unscrupulous members of the TNI who commit terrorism, 

what are the obstacles to law enforcement against unscrupulous members of the 

TNI who commit acts of terrorism.The results of the study are obstacles to law 

enforcement against unscrupulous members of the TNI who commit acts of 

terrorism, namely the police always have difficulty finding initial evidence, 

examination of perpetrators who feel they are in the right position, perpetrators 

are suspected of having psychiatric disorders, low education of perpetrators, and 

attitudes of perpetrators criminal acts of terrorism who insist not to commit acts 

of terrorism 

Keywords: Crime, Terrorism, TNI 
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A. PENDAHULUAN 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat) 

bukan kekuasaan (machstaat). Sebagaimana diundangkan dalam Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 

1945) yang menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” 

Konsekuensi logis dari negara hukum adalah bahwa setiap tindakan yang 

dilakukan baik oleh masyrakat maupun aparat penegak hukum harus sesuai 

dengan norma-norma esensial yang terkandung didalamnya. Norma- norma yang 

dimaksud adalah norma hukum yang berlaku di Indonesia. 

 Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan 

UUD NRI Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita 

tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman, 

tenteram, dan dinamis, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, 

perlu ditingkatkan pencegahan terhadap suatu hal yang mengganggu stabilitas 

nasional. 

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum dalam setiap 

tindakan yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum, harus 

sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk 

menghindari adanya pelanggaran hukum hak asasi manusia terhadap setiap orang. 

Aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian sebagai bagian dari aparatur 

penegak hukum yang berfungsi untuk melindungi, mengayomi dan melayani 

masyarakat, merupakan garda terdepan dalam penanggulangan maupun 

pencegahan segala bentuk kejahatan, salah satunya adalah terorisme. 

Terorisme diidentifikasikan sebagai penggunaan atau ancaman kekerasan 

fisik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan politik, 

baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila 

tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan 

atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar daripada korban-

korban langsungnya. Karakteristik tindak pidana terorisme menurut Black’s Law 

Dictionary yaitu kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau yang 

menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum 

pidana yang jelas dimaksudkan untuk mengintimidasi penduduk sipil, 

mempengaruhi kebijakan pemerintah, memengaruhi penyelenggaraan negara 

dengan cara penculikan atau pembunuhan. 
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Terorisme sesungguhnya bukanlah merupakan fenomena baru karena 

terorisme telah ada sejak abad ke-19 dalam percaturan politik internasional. 

Terorisme pada awalnya bersifat kecil dan lokal dengan sasaran terpilih dan 

berada dalam kerangka intensitas konfik yang rendah (low intencity conflict). Pada 

umumnya tindak pidana terorisme berkaitan erat dengan stabilitas domestik suatu 

negara. 

Terorisme di Indonesia berkali-kali telah terjadi dan ada beberapa 

peristiwa teror yang terjadi pada tahun 2002, misalnya peristiwa Bom Bali I pada 

tanggal 12 Oktober 2002 terjadi di Sari Club dan Peddy’s Club, peledakan bom di 

JW Marriot pada Tahun 2003, bom di depan kantor kedutaan Besar Australia pada 

tahun 2004, bom bali II pada tahun 2005,dan sekelompok pelatihan teroris di 

Nanggroe Aceh Darussalam. Hingga kemudian Detasemen Khusus 88 anti teror 

Polri menembak mati Noordin M. Top di Temanggung Tanggal 8 Agustus 2009. 

Indonesia kembali diancam dengan aksi peledakan bom yang mengguncang dua 

hotel JW Marriot dan Ritz Carlton pada tanggal 17 Juli 2009 di Kawasan Bisnis 

Kuningan jakarta. Setelah itu pada tahun 2010 terjadi peristiwa perampokan 

terhadap bank CIMB Niaga di Sumatera Utara pada tanggal 18 Agustus 2010 

dimana bahwa pelaku perampokan bank tersebut terkait dengan jaringan 

organisasi terorisme dalam hal pendanaan operasional terorisme.  

Bulan Januari lalu telah terjadi Serangan Jakarta 2016. Serangan Jakarta 

2016 merupakan serentetan peristiwa berupa sedikitnya enam ledakan, dan juga 

penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, DKI Jakarta pada tanggal 14 Januari 

2016. Tujuh orang terlibat sebagai pelaku penyerangan, dan organisasi Negara 

Islam Irak dan Suriah atau disebut dengan ISIS mengklaim bertanggung jawab 

sebagai pelaku penyerangan. Pada tanggal 2 Februari 2016 teroris bernama Edi 

Santoso tertangkap di daerah Bandar Lampung. Edi pernah melakukan 

perampokan di BRI Gadingrejo, Pringsewu. Dana hasil rampokan itu 

digunakannya untuk mendanai kegiatan teroris MIB (Mujahidin Indonesia Barat).  

Beberapa teroris lain juga pernah tertangkap di daerah Lampung. Hal ini 

mungkin disebabkan karena Lampung berada di jalur jalan raya lintas Sumatera 

sehingga memudahkan para pelaku teror lalu lalang dan kemudian bersembunyi. 

Sedangkan di Sumatera Utara, pada 28 Agustus 2016, sebuah ledakan bom bunuh 

diri terjadi di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep, Jalan Dr Mansur, Kota Medan, 

Sumatera Utara. Pelaku mengalami luka bakar, sedangkan seorang pastor 

mengalami luka ringan. 

Serangan teror bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Berbagai aksi 

terror bom di berbagai wilayah di dunia menunjukkan bahwa tak satu pun negara 

yang kebal terhadap aksi teror, baik negara berkembang maupun negara maju. 

Gerakan terorisme dinilai sebagai salah satu ancaman terbesar bagi manusia dan 
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kemanusiaan di masa-masa mendatang, dan akan terus merebak luas jika tidak 

segera dipatahkan. Jangankan negara berkembang seperti Indonesia yang tengah 

menata sistem keamanan nasional, negara modern dengan sistem keamanan yang 

sudah mapan pun tetap tak bebas dari kelompok teroris. Melihat kondisi yang 

sedemikian berbahanya, bagi Indonesia sangat diperlukan adanya kesiapan dan 

kesigapan yang meliputi aspek kelembagaan, hukum, dan pranata sosial guna 

menanggulangi terorisme secara tepat. 

Berdasarkan rangkaian peristiwa pemboman dan aksi-aksi teroris yang 

terjadi di wilayah Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa 

memandang korban. Maksudnya korban dari peledakan bom tidak memandang 

suku, agama, ras dan kewarganegaraan, semuanya menjadi sasaran sebab 

umumnya teroris meledakaan bom tersebut di tempat-tempat keramaian bahkan 

bom juga diledakkan di dalam Mesjid ketika melaksanakan ibadah Shalat Jumat di 

lingkungan Markas Kepolisian Resort Kota Cirebon, Jawa Barat tanggal 15 April 

2011 dan juga Penyerangan Mapolda Sumut yang terjadi pada hari Minggu 

tanggal 25 Juni 2017. 

Terorisme merupakan salah satu permasalahan dan ancaman yang utama 

dan nyata baik terhadap pelaksanaan amanat Konstitusi maupun terhadap 

kesejahteraan masyarakat Indonesia, antara lain melindungi segenap tanah air 

Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu sudah selayaknya 

tindakan terorisme dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan dan kesejahteraan 

nasional yang akan berpengaruh terhadap keamanan dan stabilitas nasional.  

Perwujudan terciptanya stabilitas nasional merupakan salah satu kunci 

terciptanya pemulihan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat 

Indonesia dan salah satu pendekatannya ialah pendekatan secara hukum melalui 

aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia yang memiliki 

peran yang sangat signifikan dalam mengungkap dan menangani tindak pidana 

terorisme. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana 

cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu 

penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Dalam penelitian metode merupakan unsur paling utama dan 

didasarkan pada fakta dan pemikiran yang logis sehingga apa yang diuraikan 

merupakan suatu kebenaran. 

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu 

penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan 

penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula penelitian 
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kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian empiris adalah 

penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui questioner (daftar 

pertanyaan) ataupun wawancara langsung 

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum 

yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yaitu 

meneliti terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Penelitian ini bersifat 

deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Deskriptif 

analistis, merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi 

atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuan agar dapat 

memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu 

menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum 

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penulisan ini 

menguraikan hal-hal tentang tindak pidana terorisme. 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian 

yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan 

diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, 

sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam 

pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data 

primer dan data sekunder. 

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta 

dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data dalam penelitian ini diperoleh 

dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan cara yaitu 

studi kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

pengumpulan data dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data 

sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada dasarnya 

lebih merupakan suatu tindakan penjeraan atau pembalasan selama terpidana akan 

diaktifkan kembali dalam dinas militer setelai selesai menjalani pidana. Seorang 

militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang 

militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil 

tindakan pendidikan yang ia terima selama dalam rumah penjara militer 

(pemasyarakatan militer). Seandaianya tidak demikian halnya, maka pemidanaan 

itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat 

militer. 
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Anggota militer dalam tindak pidana terorisme dapat dipidana jika 

perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur rumusan tindak pidana terorisme 

sedangkan untuk kemampuan bertanggungjawab tidak begitu dipertimbangkan 

karena pelaku adalah seorang militer. Hukum menganggap militer tersebut 

memang jelas mampu bertanggung jawab karena keadaan batin seorang militer 

saat melakukan perbuatan pidana dianggap dalam keadaan sehat dan normal. 

Pertanggungjawab pidana adalah dengan menerima segala pemidanaan 

yang telah diberikan kepada pelaku. Dalam hal ini untuk pemidanaan atau sanksi 

bisa berupa pidana pemecatan, penurunan pangkat atau pencabutan hak-hak 

tertentu. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Bab II Buku I 

KUHPM dan Pasal 8 UU Hukum Disiplin Prajurit TNI yang berlaku untuk 

seluruh militer/TNI baik mengenai norma-normanya maupun mengenai 

sanksinya, diadakan penyatuan. 

Bentuk pertanggung-jawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan 

tindak pidana dapat diselesaikan menurut hukum disiplin atau penjatuhan sanksi 

pidana melalui Peradilan Militer. Hukuman disiplin militer merupakan tindakan 

pendidikan bagi seorang militer yang dijatuhi hukuman yang tujuannya sebagai 

tindakkan pembinaan (disiplin) militer. Sedangkan pidana militer lebih merupakan 

gabungan antara pendidikan militer dan penjeraan, selama terpidana tidak dipecat 

dari dinas militer. 

Penyelesaian menurut hukum disiplin dilakukan dalam hal tindak pidana 

yang dilakukan sedemikian ringan sifatnya dan bukan merupakan perbuatan 

tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan atau perbuatan yang 

tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit (pelanggaran disiplin), sehingga 

perkaranya dapat diselesaikan di luar Pengadilan, misalnya: datang terlambat 

waktu apel, tidak menghormati atasan dan berpakaian kurang rapi. 

Seorang militer yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah 

disebutkan di atas dapat dimintai bentuk pertanggungjawaban pidana berupa 

hukuman disiplin yang terdapat dalam pasal 8 UU Hukum Disiplin Prajurit TNI 

berupa: (a) teguran, (b) penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari, (c) 

penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. 

Tindak pidana terorisme merupakan suatu tindak pidana militer campuran 

yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan 

bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu tindak pidana terorisme 

merupakan suatu tindak pidana yang perlu dijatuhi pidana, maka bentuk 

pertanggungjawaban terorisme diatur dalam Pasal 6 KUHPM. 

Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeraan kepada 

pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan menggangu 
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keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap 

perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku.  

Terkait dengan adanya kejahatan terorisme ini, maka KUHP memberikan 

pengaturan khusus mengenai tindak pidana terhadap kejahatan pada keamanan 

negara. Tindakan oknum tentara yang menjual senjata dan amunisi dari Gudang 

senjata milik Angkatan Darat tanpa disertainya surat sahnya atau tanpa adanya 

izin dari atasan yang berwenang dan melakukan tipu muslihat merupakan salah 

satu bentuk tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara. Disisi lain 

anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan Pemberatan 

pemidanaan yaitu adanya pidanaa tambahan yang bersifat kemiliteran. 

Perdagangan senjata ilegal, sering dikaitkan dengan tindakan terorisme 

ataupun tindakan separatisme yang menimbulkan banyak korban. Tindakan 

perdagangan senjata api yang melintasi batas negara dan melibatkan oknum-

oknum tertentu. Dalam kehidupan bernegara, salah satu hal yang perlu 

mendapatkan perhatian utama adalah kepentingan negara itu sendiri, yang 

mencakup antara lain keutuhan wilayah negara, dasar filsafat negara, dan lain 

sebagainya. Perlunya perhatian terhadap kepentingan negara itu sendiri, oleh 

karena dalam sejarah, suatu negara tidak pernah lepas dari gangguan dan bahaya, 

baik bahaya yang datang dari luar negara maupun bahaya yang datang dari dalam 

Negara itu sendiri. Oleh sebab itu, kepentingan negara merupakan salah satu 

kepentingan yang juga dilindungi dalam bidang hukum pidana. 

Setiap anggota TNI diwajibkan taat dan patuh terhadap peraturan 

perundang-undangan berlaku khusus bagi militer, seperti Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, Peraturan Disiplin Militer 

(PDM), dan peraturan militer lainnya yang berkaitan dalam lingkungan Militer. 

Ketika menunaikan tanggung jawabnya tidak urung ada kemungkinan kesalahan 

yang dilakukan oleh TNI, salah satunya pelanggaran hukum disiplin Militer. 

KUHP mengatur berbagai macam tindak pidana kejahatan terhadap 

keamanan Negara. Tindakan oknum tentara melanggar ketentuan Pasal 124 ayat 

(1) KUHP. Tindakan oknum tentara yang menjual amunisi serta senjata terhadap 

teroris dapat dikenakan Pasal 124 ayat (1) KUHP, menentukan ´Barangsiapa 

dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan terhadap musuh atau 

merugikan negara terhadap musuh, diancam dengan pidana penjara 15 (lima 

belas) tahunµ. Maka unsur memberi bantuan terhadap musuh atau merugikan 

Negara terhadap musuh tidak terpenuhi. Tindakan oknum tentara yang terbukti 

melakukan tindak kejahatan terhadap negara di dalam kawasan perang di Papua 

tetap perlu dikaitkan dengan unsur-unsur kesalahan sehingga dalam 

pertimbangannya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atau tidak. 
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Menurut pendapat Moeljatno untuk adanya kesalahan, terdakwa harus melakukan 

perbuatan pidana (sifat melawan hukum), mampu bertanggung jawab; mempunyai 

suatu bentuk kesalahan, yaitu sengaja (dolus) dan kealpaan (culpa); dan tidak 

adanya alasan pemaaf. 

Adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan oknum anggota TNI sebagai 

warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan 

telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, atau organisasi lain 

yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak 

pidana terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan 

ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial 

budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan 

internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada tindak pidana 

terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan 

mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya tindak 

pidana terorisme yang bersifat massif jika tidak segera diatasi mengancam 

perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional. 

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Terorisme yang bersifat 

internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah 

Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Sanksi hukum tindak pidana terorisme disebutkan 

dalam beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang 

pemberantasan tindak pidana terorisme, antara lain : 

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyebutkan :  setiap orang yang 

memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan 

ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut 

orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun 

Pasal ini mendefenisikan pelaku tindak pidana terorisme, yaitu orang yang 

memberikan kemudahan atau tindakan memberikan bantuan. Setelah tindak 

pidana dilakukan, dan disebutkan juga mengenai aktor intelektual ialah orang 

yang dimaksud dengan merencanakan. Termasuk mempersiapkan diri baik secara 

fisik, financial, maupun SDM. Termasuk juga orang menggerakkan adalah 

perbuatan melakukan hasutan dan provokasi, pemberian hadiah atau uang atau 

janji-janji, menggerakkan juga dapat dilakukan dengan cara penghasutan 

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terhadap pelaku tindak pidana 

terorisme, maka harus diberikan sanki atas perbuatan tersebut atau dengan kata 
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lain harus dilakukan penegakan  hukum terhadap pelakunya. Sanksi adalah suatu 

alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa 

mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa 

juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum.  

Secara konseptional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada 

kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai 

tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian 

pergaulan hidup. 

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk 

mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau 

manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Oleh karena itu penegakan hukum 

diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa 

hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di 

dalam masyarakat. 

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan 

penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan 

kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan 

penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat 

penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, 

kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum 

menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja 

sama yang baik. 

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat 

merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah 

(negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya 

dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma 

yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut 

oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum 

pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau 

mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan 

merugikan masyarakat pada umunya dan korban pada khususnya.  

Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif 

(pencegahan) dan refresif (penindakan). Bentuk penanggulangan tersebut dengan 

diterapkannya sanksi terhadap pelaku tindak pidana, sanksi pidana merupakan alat 

atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi ancaman-

ancaman dari bahaya. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang 

utama/terbaik dan suatu etika merupakan pengancaman yang utama dari 

kebebasan manusia.  
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Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh 

pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi 

hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang 

pembuatan dan penegakan hukum itu. Disini hukum tidak. dapat hanya dipandang 

sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan 

harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin 

sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasalnya 

maupun dalam implementasi dan penegakannya. 

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses penentuan suatu 

perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang. Menentukan  suatu tindak pidana 

digunakan kebijakan hukum pidana atau  penal policy. Melaksanakan politik 

hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-

undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya 

guna atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai 

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan 

datang. 

Berdasarkan dari pengertian di atas bahwa melaksanakan politik hukum 

pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-

undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya 

guna. Melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan 

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu 

waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. 

 

D. KESIMPULAN 

Pengaturan hukum tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh oknum 

prajurit TNI dalam perspektif  sistem peradilan pidana diatur dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Terorisme yang merupakan Lex specialis derogat legi generali adalah asas 

penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex 

specialis) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (lex generalis). Anggota 

militer yang telah menjual amunisi kepada kelompok teroris OPM apabila ditinjau 

dari KUHP dapat disimpulkan sebagai perbuatan oknum tentara dapat 

dikualifikasikan telah melakukan kejahatan terhadap keamanan Negara sehingga 

oknum tentara ini dapat dijatuhi pidana menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2018 Tentang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

Penegakan hukum terhadap oknum anggota TNI yang melakukan 

terorisme adalah apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan 

yang dipersamakan) maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu hukum pidana 

yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping 
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berlakunya hukum pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian 

pertama tersebut, karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau yustisiabel 

peradilan militer) bukan saja hanya hukum pidana militer, melainkan juga hukum 

pidana umum dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum (yang pada 

dasarnya digunakan juga oleh hukum pidana militer dengan beberapa 

pengecualian). 

Hambatan penegakan hukum terhadap oknum anggota Tni yang 

melakaukan  tindak pidana terorisme yaitu kepolisian selalu kesulitan dalam 

pencarian bukti-bukti awal, pemeriksaan kepada pelaku yang merasa dalam posisi 

benar, pelaku di duga mengalami gangguan kejiwaan, rendahnya pendidikan 

terhadap pelaku, serta sikap pelaku tindak pidana terorisme yang bersikeras tidak 

melakukan perbuatan terorisme. 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 

 

Abimanyu. Bambang, Teror Bom Azahari-Noordin, Republika, Jakarta, 2016. 

Anwar, Yesmil, Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural 

Kriminologi, Hukum. UNPAD Press, Bandung, 2014. 

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya 

Bhakti, Bandung, 2015. 

Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ghalia 

Indonesia, Bogor, 2016. 

Atmadja, Mochtar Kusuma, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, 

(Bandung: Alumni), 2012. 

 

Atmasasmitha, Romli,  Teori & Kapita Selekta Kriminologi,  Eresco, Bandung, 

2012. 

-------------, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) 

Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme, Bina Cipta, Jakarta, 2016 

Bawengan., Gerson W.  Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek, Pradnya 

Paramita, Jakarta, 2010 

Chazawi, Adami, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta, 2010. 

Dedy, Poltak, Kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Dalam Memberantas 

Tindak Pidana Terorisme, Erlangga, Jakarta, 2017. 

Dirjdosiswono, Soedjono,  Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention), 

Alumni: Bandung, 2013. 

Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT 



 

P a g e  | 81 

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.1, Edisi Januari 2024   

Published : 30-01-2024, Page : 70-82 

UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 

296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 1-17. 

https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445 

Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM 

TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL 

(Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 18-33. 

https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446 

Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK 

TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN 

PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan 

Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 34-

49. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447. 

Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE 

TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 50-62. 

https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460  

Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM 

MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 

BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah 

Sumatera Utara). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 63-76. 

https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448  

Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN 

KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU 

LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang 

Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 77-90. 

https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449  

Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN 

RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAMTINDAK 

PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas 

Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 91-102. 

https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450  

Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM 

PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN 

PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B 

TEBING TINGGI. Jurnal Meta Hukum, 2(3), 103-114. 

https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451  

Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME 

DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM 

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI 

ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). Jurnal Meta 

Hukum, 2(3), 115-127. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452  

https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447
https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460
https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448
https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449
https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450
https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451
https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452


 

P a g e  | 82 

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.1, Edisi Januari 2024   

Published : 30-01-2024, Page : 70-82 

Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS 

INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 

128-140. https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453  

Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGGUNG JAWABAN 

PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN 

KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan 

No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). Jurnal Meta Hukum, 2(3), 141-153. 

https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454  

 

https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453
https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454

